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Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai taukil wali dalam akad nikah via
telepon setelah diundangkannya PMA No. 20 tahun 2019. Penulis menemukan kasus
ini terjadi karena pada PMA hanya diatur cara bertaukil wali dengan taukil wali bil kit
abah. Namun, ada KUA yang melakukan taukil wali via telepon yang tidak pernah
diatur oleh PMA. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk menulis mengenai tauki|
wali dalam akad nikdh via telepon. Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini untuk
mengetahui cara taukil wali via telepon dan beberapa pendapat Kepala KUA
Kabupaten Banjar mengenai taukil wali via dalam akad nikah via telepon setelah di
undangkannya PMA No. 20 tahun 2019.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field
reseach) berlokasi di KUA Kabupaten Banjar. Untuk mengumpulkan data yang
diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Setelah data
terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk
memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data
yang didapat.

Dari hasil penelitian ditemukan adanya praktik taukil wali dalam akad nikah via
telepon. Pada Praktik ini ada dua pendapat Kepala KUA Kabupaten Banjar, yakni
menerima dan juga menolak. Kepala KUA yang menerima berpendapat taukil wali via
telepon dapat diterapkan, meskipun tidak pernah diatur oleh PMA, karena rukun dan
syarat pelaksanaannya dapat terpenuhi menurut fikih dan kebenarannya dapat
dibuktikan. Kepala KUA yang menolak berpendapat PMA tidak pernah mengatur tauki
| wali via telepon karena dari sisi administrasi akan sulit diterapkan..

Penulis berpendapat tidak salah kalau KUA menolak praktik taukil wali via telepon
karena praktik tersebut tidak pernah diatur oleh PMA. Namun Kepala KUA hendaknya
lebih melek terhadap teknologi, karena jika teknologi smartphone yang kekinian
sekarang bisa dimaksimalkan maka kebenaran dari praktik taukil wali juga bisa
dibuktikan walaupun tanpa alat bukti surat taukil.



